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PUTUSAN
Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Gtlo
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara antara:
PENGGUGAT, NIK 7571044611950001, umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXxXxx Xxxxxx, Pendidikan Diploma
lll, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Hb. Jassin, RT
001 RW 001, Kelurahan Libuo, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXX XXXXXXXXX sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXXX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan Prof. Dr. Hb. Jassin, RT 001 RW
001, Kelurahan Libuo, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX
XXXXXXXXX sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juni
2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 09 Juni
2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  Nomor
0887/11/X11/2021, tertanggal 16 Desember 2021;
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1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Penggugat sampai pisah dan belum di karuniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga
Penggugat danTergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak

kepada Penggugat;

- Bahwa sikap Tergugat yang sering membanding-bandingkan

Penggugat dengan teman-teman Tergugat;

- Bahwa setiap kali Tergugat marah Tergugat sering membentak,
berkata kasar dan memaki bahkan pernah dua kali mengucapkan
kata Talak kepada Penggugat, dan Tergugat juga pernah merusak

barang - barang prabotan rumah tangga;

- Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran
Tergugat selalu turun dari rumah hingga berhari-hari tidak pulang

kerumah;

- Bahwa Tergugat tidak bisa lepas pergaulan dengan teman-

teman Tergugat yang merupakan pemakai barang narkotika;

- Bahwa, puncaknya pada tanggal 09 Juni 2022 terjadi
pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:
Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Riko M.
Syarifudin bin Syabhrial

M. Syarifudin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya
untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat kembali
rukun membina rumah tangga;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi,
maka Hakim Ketua berdasarkan penetapan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Gtlo
pada tanggal 15 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan
kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Djufri
Bobihu, S.Ag., S,H sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor
321/Pdt.G/2022/PA Gtlo, tanggal 22 Juni 2022 yang menyatakan proses
mediasi  berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan baik
Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk mencabut gugatan cerainya;

Bahwa selanjutnya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim untuk

mencabut perkaranya;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan cerai Penggugat telah
jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka dengan didasarkan kepada
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang menerima,
memeriksa, mengadili gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk
memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui
mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan  Nomor
321/Pdt.G/2022/PA Gtlo pada tanggal 15 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat
telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator maka
ditetapkanlah Djufri Bobihu, S.Ag., M.H sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi
Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Gtlo, tanggal 22 Juni 2022 yang menyatakan proses
mediasi berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali sebagai
suami istri dan keduanya sepakat untuk mencabut perkaranya dan kembali
rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka
tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh
Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV,
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus
dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Gtlo dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul
Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan H.
Hasan Zakaria, S.Ag, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hatidjah
Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H
Drs. Syafrudin Mohamad, MH
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Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :
1. Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Proses :Rp 60.000,00

3. Panggilan :Rp 200.000,00

4. PNBP :Rp 20.000,00

5. Redaksi :Rp 10.000,00

6. Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
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